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WALIKOTA l\ilOJOKERTO 

PERATUR.A�I \11/ALIKOTA 111:0JOKERTO 

NOMOR 28 TAHUN 2008 

·rENTANG 

• 

I 

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL ICOTA MOJOKERTO 

WAl.lK:)·rA MOJOKERTO, 

Menimbang . : bahwa berc'asarkan pasal 8 Peraturan Daerah Kota Mojokerto 
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota 
Mojokerto, maka perlu menetapkan rincian tuqas pokok dan fungsi 

• 

Dinas S,Jsial Kota Mojokerto dengan Peraturan Walikota Mojokerto. 

Mengingat : 1. Undang-Undanq Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Kecil dalarn iingku11gan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tenqah/Jawa Barat; 

2. Undanq-Undanq Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
t�egara (Lernbaran N1:1gara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tarnoahan Lernbaran Neg<lra Republik Indonesia 
Nornor 4286); 

3. Undanq-Undanq Nomor '32 Tahun 2004 tentanq Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Ncmor 125, Tamoahan l.embaran Negara Republik Indonesia 
Nomor •1437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan K.edua atas Undang- 

• • 

Undang Nornor 32 •ahun 2004 tentang Perr.erintahan Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lernbaran Negara RepubliK lr.donesia Nomor 4844) ; 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indcnesla Nomor 4438); 

5. Peraturan Pernerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 
Batas Wilay,1h. Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndo-iesia Nemer 3242); 

• 

• 
• 

• • 

• 

• 

• 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuar,gan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara 
R>?pL•b'.;k lndor.esia tlomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintnh, Pernerintahan Daerah 
Provinsi dan Pernerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik lndcnesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan t.embaran 
Negara Repub1ik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nornor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nornor 80, Tarnbahan Lembaran Negara R.epublik Indonesia 
Nomor 4741); 

9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman · Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah denqan Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

• 

2007 tentang Perubahan alas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nornor 13 Tahun 2006 ter,tar.g Pedornan Pengelolaa, Keuangan 
Daerah, 

10.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 57 1ahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kota M::ijokerto Nomor 2 tahun 2008 tentang 
Urusan Pemer'ntahan Daersh Kola Mojokerto; 

12.P,:iraltiran Daerah Kota lv1oiokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang . ' 
Orqanlsasi Dinas-Dinas Daerah Kota Mojokerto. 

MEIViUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATlJAAN \'VALlf<.OTA tvlOJOKERTO TENTANG RINCIAN 
TUGAS POt�OK DAI� FUN3SI DINAS �OSIAL KOTA MOJOKERTO 

• 

·' 

• 

• 

• 

• 
BABI 

KETENTUAN UMUIVI 

Pasal 1 • 

• 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Kola adalah Kota l\�ojokE: rto: 

2. P.;rr1eri:1toh Ko.a adalah Pemerintah Kota Mojokerto; 

3. IJl/alikota adalah \'Valikcta rvlojokerto; 

4. Sekretaris Daeran ac!alah Se!<retaris Daerah Kota Mojokerto; 

5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Mojokerto; 

6. Kepaia Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Mojokerto. 

• 

• 
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BAB II 

SlJSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

(1) Susunan organisasi Dinas Scsial Kota Mojokerto terdiri atas : 

21. l�epala ; 

b. Sekretc1 riat : 
• 

• 

• 

• 

(2) 

(3) 

c. Bidang Bina Swadaya Sosial , 

d. 8idang Rehabilitasi Sosiel ; 

e. 3ida11g Bantuan dan Perlindunqan Sos1RI ; 

f Kelornpok Jsbatan Fungsional. 

Sekretarat dan Bidar,g sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
masinc-masmc dtpimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala 
Bidang yanq berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dir,as; 

Hag2,n susunan organisasi Dinas Sosial adalah sebagaimana 
tercantum dalan1 lampiran Peraturan Walikota ini. 

Pasal 3 

Sekretariat rnernpunyai tugas meryelenggarakan pengelolaan 
penyusunan perencanaan dan program, urusan keuangan, 
keoeqawaian, umurn dan mengkoordinasikan secara teknis dan 
administratif pelaksanaan kegiatan Dinas serta melaksanakan 
tugas lain yang akan dicerikan oleh Kepala Drnas. 

(2) Untuk me:iyc,ler1ggarakan tugas dimaksud pada ayat (1 ), 
Sekretariat mempunyai funqsi : 

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program Dinas Sosial . 

b. Psnylapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan 
polaooran pertanqqunqjawaban; 

c. Pelaksanaan pemolnaan organisasi dan tata laksana; 
c. Pengeio'aan administrasi kepegawaian, keuangan dan 

perlenqkapan; 

e. Pe11gelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan 
kearsipan; 

f. Perry,apan data informasi, kepustakaan, hubungan 
rnasyarakat can inventarlsasl: 

q. Pelakaanaan koordinasi terhadap keqiata.i yang dilaksanakan 
ailir1gkunga11 dinas. 

• 

(1) 
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Pasa14 

(1) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Baqian yaitu : 

a. Sub Bagian Penyusunan Prcgram ; 

b. Sub Bagian Keuanpan ; 

c. Sub Bagian l<eoega\vaian dan Umum. 

(2) Sub bagian-Sub bagian dimaksud ayat (1) masing-masing 
dipirnpin oleh seorang Kepala Sub Baqlan yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

Pasai5 

Sub Bagiar Pervusunan Program mempunyai tugas : 

a. Menghin1pun data dan menyiapkan bahan dalam rangka 
penyusunan program kerja dan rencana <erja; 

b. Meny'apkan bahan oenyusunan peraturan perundang-undangan 
di Bidar.q Sosial; 

c. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana dinas; 
d. Menyusun aan raenyiapkan laporan keg;atan dinas; 
e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan program 

kerja dar. rencana kerja 3idang Sosial; 

f. Menyiapkan bahan evaluasi dan mon'torinq pelaksanaan program 
kerja; 

· g. Melaksunakan tu9.1s-lL1gas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan bidang tuqasnya. 

P2sal6 

Sub Baqian Keuanqan rnempunyai tugas : 

a. Menqhirnpun dan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 

b. Melakui:an penqelcraan keuanqan anggaran dinas; 

c. Merigurtis oernbavaran gaji, keuangan perjalanan dinas dan 
keuanqan lainnya; 

d. Menyusun dan menviapkan laporan pertanggungjawaban 
keuanoan; 

e. Mela-sanakan t•.•gas-tugas lair. yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan bida,19 tugasnya. 

• 

• 

• 
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Pasal7 

Sub Sagiar1 Kepeqawaian dan Urrrum mempunyai tugas : 

a. Menyusun d:1,-, mernelihara data adminlstrasl kepegawaian serta 
data kegiatan 11ar,g berhubur.qan dengan kepegawaian; 

. 

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan 
dan penqembnr qan oegawai, rnutasi pegawai serta pengelolaan 
adrninistrasi kepeqawalan; · 

Metaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kegiatan 
pernberian tnforrnasl dan hubungan masyarakat; 

d. 111er1yl1sun rencana kebutuhan aan melaksanakan pengelolaan 
barang milik drr.as serta menqurus pemeliharaan kebersihan dan 
keamanan kantor; 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai denqan bidang tuqasnya. 

Pasal8 

(1) Bi•jang Bina swsdaya Sosial rnernpi.nyai tugas melaksanakan 
. 

pernbrnaan dan kegiatan masyarakat di bidang usaha 
kesejanteraan sosial yang bersumber pada swadaya sosial serta 
melaksanakan tupas-tuqas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan bidang tuqasnya. 

(2) Untuk menyelenpqarakan tugas sebaqaima-ta dimaksud pada 
ayat (1 ), Bidang Bina Swadaya Sosial mernpunvai fungsi : 

a. Penyuluhan can bimbingan usaha-usaha sosial di kota serta 
l.embaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkaitan 
denga.'1 usaha-usaha sosial: 

• 

b. Pengembangan jarlnqan usaha kesejahteraan sosial dan 
informasi kesejahteraan sosial yang terorganisasikan di 
tir,gkat Kelurahan; 

. c. Fenqernbangan dar, Pendayagunaan Potensi dan Sumber 
Kesejahteraan Sosial (PSKS); 

d. Pelaksanaan. pengawasan dan pembinaan badan 
orqanlsasi sosial swasta, usaha-usaha masyarakat di bidang · 
xesejahteraan sosial. 

Pasal9 

(1) Bldanp 8ins. Swsdaya Sosial terdiri atas 2 (dua) Seksi yaitu : 

a. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial ; 

b. Seksi Bina l(eseja'1teraan A11ak dan Masyarakat . 

• • 

• 

• 

c 
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(2) Seksi-sekst sebaqairnana dimaksud pad a ayat (1) masing-masing 
dlpimpm oleh secrang Kepala Seksi vang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Swadaya Sosial 

Pasal 10 

Seksi Penyuluhar dan Bimbmqan Sosial mempunyai tugas : 

a. Menqurnputkan dan mensistemasikan bahan penyuluhan dan 
bimbingan sosial; 

b. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan sosial sebagai upaya 
menumbuhkar, kesadaran sosial dan tang,gung jawab masyarakat 
terhadap permasalahan sosial; 

c. �l'elaksanakan penggalian, pengembangan dan Pendayagunaan 
Potensi dan Surnber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di kola; 

d. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan 
mengembangkan hubungan dan kerjasama organisasi-organisasi 
soeial cJengan penerlntal- melalui penqernbanqan jaringan sistem 
lr.forrnas: ksseiahteraan sosial; 

e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penyuluhan 
dan birrb;n:;an sosial; 

f. Me'aksanakan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait 
Se3U3i dengan bidang tuqasnya dalam ranqka kelancaran 
pelaksanaan tuqas; 

• 

g. Meiaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidanq Bina Swadaya sosuai dengan bidang tugasnya . 

Pasa' 11 

Seksi Bina Keseja�1teraan Anak dan Masyarakat mempunyai tugas : 
a. ��er1g1Jn1pulkar. 

keseahteraan • 

dan 
anak 

mensistemasikan 
dan masyarakat 

bahan bimbingan 
yang didukung oleh 

S'tJad aye: loka I; 

b. Melaksanakan bimbinqan kesejahteraan anak dan pembinaan 
pekerja sosial rnasyarakat; 

c. Menurrrburker.ibangkan berbagai bentuk usaha kesejahteraan. 
anak dcin memberikan rekomendasi pengangkatan anak di 
wilayah kota; 

d. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan keterampilan bagi 
pengurus Karang Taruna, L3M, dan pekerja sosial masyarakat; 

e. Melakukan kerjasarna dan koordinasi dengan lnstansi/ 
Badan/Clrganisasi ter�ait dalarn rangka kesejahteraan anak dan 
pembinaan wanita rawan sosial; 

f. Memelihara inlegrasi sosial dan fungsi irrstitusi sosial lokal 
sebaqai suatu jarinqan pranata kesejahteraan sosial; 
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g. 1\/lelaksanc>kan tL1gas-tugas Jain yang dtberikan oleh Kepala 
Bidnng Bina Swadaya SosiaJ sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 12 

(1) Bidsng Reneb.litasi Sosia] mempunyal tugas melaksanakan 
pernbinaan dan koordinasi dalarn me,akukan kegiatan dibidang 
rehabilitasi sosial dan pelayanan soslal serta melaksanakan 
tuaas-tuqas latn yang diberikan oleh kepala Dinas sesual dengan 
bidar.g tuqasnya, 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1). 
Bi,jar1g Rehabilitasi Sosial mernpunyat fungsi : 

a Pelaksanaan identifi1<asi sasaran penanggulangan masalah 
sosial; 

b. Pelaksanzan rehabilitast sosial dan pelayanan sosial dengan 
penderita cacat, anak nakal dan korban narkoba, tuna sosial 
dan daerah kumuh; 

c. Pelaksanaan pembinaan dan bimbinqan kepada Badan/ 
Organisasi/sosiu/ swasta yang menyelenggarakan usaha- 
usaha dii::iidang rehablhtast soslal; 

d. Pelaksanaan pembinaan lanjut bagi penderita cacat, anak 
nakal, korban narkobe dan tuna sosial. 

Pasal 13 

(1) Bidang Rehabili!asi Sosial terdiri atas 2 (dua) Seksi yaitu: 

a. Seksi Rehabilitasi Anak, Penyandang Cacal dan Tuna Sosial; 

b. Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh. 

(2) Se1<3i-seksi sebagaimana ciimaksud pada ayat (1) masing-masing 
dipimpin oleh seoranq Kepala Sei<si yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. 

Pasal 14 

Seksi Rehabili!asi Anak, Penyandang Cacal dan Tuna Sosial 
mernpunyal \ugas · 

a. �1e11gumpulkan dan mensistemasikan data/identifikasi anak 
nakal, anak jalanan, korban narkoba, penyandanq cacat dan tuna 
sosial Gi daerah sebagai bahan penyusunan program rehabilitasi; 

b. rv:engumpu:kar, dan rnenvlepkan bahan dalam rangka 
pelaksanaan rehabi!itasi anak nakal, anak jalanan korban 
narkcba serta pelayanan sosial penyandanq cacat dan tuna 
sosial, 

• 



• 

• 

c. 

d. 

e. 
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lvlelakukan koordinasi nan kerjasama dengan instansi terkait dan 
badan-bacian sosial swasta yang menangani rehabilitasi anak 
nakal, anak jalanan, korban narkoba serta rehabilitasi 
penyandang cacat melalui panti/non panti; 

Menyiapkan bahan dalarn rangka pelaksanaan pembinaan 
lanjutan bag, anak nakal, anak jalanan, korban narkoba, 
penyandang cacat dan tuna sosial, penyaluran kembali ke 
masyarakat dan bantuan sarana usaha agar dapat hidup mandiri; 

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Biaang Rehabilttasi Sosial sesuai denqan bidang tugasnya. 

Pasal 15 
• 

• 

Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kurnuh mempunyai tugas : 

a. l11engumpull<an dan mensistemasikan data/identifikasi daerah 
kurnuh di kota; 

b. Mengumpull<an dan menyiapkan bahan dalam rangka 
pelaksanasn rehabilitasi sosial daerah kumuh; 

c. Menyiapkan bahan da1am rangka kerjasama dengan Sadan- 
• 

bacan Sosia' Swas1::1 :;ang menangani rehabilltasi sosial daerah 
kurnuh; 

d. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan 
lanjutan bagi cer.erima bantuan: 

e. rv,eno:nventc1risasi permasalahen-permasalahan yang berkaitan 
denqen rehabililasi sosial di daerah kumuh can menyiapkan 
hahan petunjuk pemecahan -nasalah; 
Melaksanakcin evaluasi dan pelaporan terhadap hasI 
penanqanan rehabilitas' sosial daerah kurnuh: 

g. Melaksanakan tuqas-tuqas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai denqan bidang tugasnya. 

Pasal 16 

(1) Bicanq Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas 
melaksanakan pernbinaan dan pengendalian kegiatan bantuan 
sosiai dan ;:,enang!'.julangan korban bencana, sumbangan sosial 

• 

pelestarian nilai-nilai kepahlav/anan keperint,san dan kejuangan 
serta r-ilai-nllai kesetlakawanan sosial, memberi jaminan sosial 
ya11g beraeal dari rnasyarakat tidal: mampu serta melaksanakan 
rucas lair: la.n y3ng diberikan oleh Kepala sesuai dengan bidang 
tugasnye. · 

(2) Unt.rk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 ). 8idang Bantuan dan Perlindungan Sosial, mempunyai fungsi : 

• 

• 

f. 
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a. 0elaksanaa11 koordlnasi dan bimbingan sumbangan sosial, 
bantuan sosial dan penanggulangan korban bencana; 

b. Pelestar'an nilai-rulai kepahlavranan, keperintisan dan 
kejuanqan serta nilai-nilai kesetiakawanan sos.al; 

c. Pe:aksanaa:i dan penqembanqan jaminan sosial bagi 
penyandanrj cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial 
terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak 
rnarnpu: 

• 

d. Peiaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 
bantuan dan perllndunqan sosial secara berkala . 

Pasal 17 

(1) Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial terdiri atas 2 (dua) 
Seksi yaitu : 

a. Seksi Bantuan, Bina Organisasi Sosial dan Spiritual ; 

b, Seksi Penindunoan Sosial. 

(2) Seksi-seksi sebagairnana dimaksuci pada ayat (1) masing-masing 
dipimpin oleh seoranq Kepala Seksi yang berada dan 
bertanqqunq jawab kepada Kepala Bidang Bantuan dan 

· Perlindunqan Sosial. 

Pasal 18 

Seksi Bantuan, Bina Organisasi Sosial dan Spiritu:11 mempunyai tugas: 

a. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian 
usaha-usaha penqumpulan dan penggunaan dana serta 
sumbangan -surnbanqan sosial dari, oleh dan untuk masyarakat; 

b. Melaksanakan adninistrasi penerimaan dan penyaluran bantuan 
soslal; 

Msnyiapkan bahan dalam rangka pemberian • • atau C. !Zin 
. • :;saha penqu-npulan dana bantuan sosial dan rekornencaet 

undian; 

cl. rJlar.yiapkan bahan dalam ranqka pengawasan, pembinaan dan 
kerjasama c!engan Badar,/Organisasi Sosial Swasta yang 

• 

e. 

f •• 

g. 

rnenyelenqqarakan usaha-usaha penqumpulan dana sosial; 

11.'lelaksannkai pernb'naan Orqanisasi Sosial kearah kemandirian 
dan peningkatan rnutu pelayanan: 

Men-berikan bantuan yang ber'lubungan dengan bidang 
Ks,;ej11hteraan masyarakat dan keagamaan; 

Msr.yiapkan bahan dalarn rangka koordinasi penanggulangan 
oencana, perlindungan dan rehabilitasi soslul bagi masyarakat 
yang .ertimpa bencana; 

• 

• 
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h. Meiaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang bantuan bina 
organisasi sosial dan spiritual; 

i. Melaksanakan tuags-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Bantuan dan Periindungan Sosial sesuai dengan bidang 
tuqasnya, 

Pasal 19 

Seksi Perlindungan Sosial mempuryai tugas : 
• 

• 

a. Menyiapkan bahan kelengkapan usulan Penganugerahan Satya 
Lencana Kebaktian Sosial, Penganugerahan Gelar Pahlawan 
Nasional dan Perintis l<emerdekaan serta pemberian 
penghargaan bidang sosial: 

b. Melestarikan nirai-nllai kepahlawanan, keperintisan dan 
kejuanqan serta nilai-nfla' kesetiakawanan sosial sesuai denqan 
pedornan yanq berlaku: 

c. Menyusun oerencanaan dan melakukan pemeliharaan Taman 
Makarn Pahlawan (TMP), Maka111 Pahlawan dan Taman Bahagia; 

d. Melaksanakan dan mengembangkan jaminan sosial bagi lanjut 
usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan 
dan tidak rnarnpu: 

e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, 
lembaga non oemerir,tah dan masyarakat dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan lugas; 

• 

f. Melal-:sanakan tugas-!ugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidanq Bantuan clan Perlindunqan Sosial sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

Pasal20 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri alas sejumlah tenaga 
fungsional pekerja sos.al dalam jenjang jabatan fungsional sesuai 
dengan peraturan oerundang-undangan yang berlaku; 

(2) Ketornpok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat 
(1) pasal ini, dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior selaku 
ketua kerornpok ya119 berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas, 

(3) Kelornpok Jabalan Funqslonal dapat dibagi kedalam Sub-Sub 
sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh 
Tenaga Fungsional Senior; 

(4) JL1ml2h Tenaga F'ungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis 
dan beban kerja yang ada; 

(S) Perr:binaan terhadap tenaga dilakukan sesuai cenqan peraturan 
perundanp-tndanqan yanq berlaku, 



• 

I I 
• 
• 
• 
• 

BAB Ill 

HUBUNGAN KERJA 

. Pasal 21 
• 

' 

(1) Setiap pimpinan unit kerja dalarn lingl<ungan Dinas Sosial Kota 
• 

Mojokerto wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik dalam linqkunqan dinas maupun antar unit kerja 
sesuai dengan bidang fugasnya masing-masing; 

(2) Setiap pimpinan unit kerja dalarn lingkungan Dinas Sosial Kota 
Mojokerto bertanggung jawab rnemimpin dan mengkoordinasikan 
bawahannya serta mernberikan bimbingan dan petunjuk pelaksa- 

, 

BAB IV . 
• 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22 
. 
• 

Hal-hal yang belurr, diatur dalarn Peraturan Walikota ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota 

Pasal23 

Peraturan Walikota i11i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
' 
' . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini denqan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Mojokerto. 

• 

Ditetapkan di Mojokerto 

• 

• 

naannya. 

' • 

pada tanqqal 1 September 2008 

Diundangkan di 

Pada tanggal -: 
/ 

;' 
RAH KOTA MOJOKERTO 

... 

M.Si. 
tama Muda 

80 070 846 

• 

Mojokerto 

September 2008 

BERll.A DAERAH KOTA MOJOKERTO TA�iUN 2008 NOMOR 14/D 
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LAJ\1PIRAN PER.A1"URAN WALIKOT A MOJOKERTO 
' 

N01v!OR : 28 TAHUN 2008 

TANGGAL : 1 SEPTEl\raER 2008 

I 

BAGAN Sl'SUNAN C)RGANISASI 
! 

DINAS SOSIAL 
' 

KOT A Ml!JQKERTO 
' i 

' . 

KEPALA 

--- 3EKRET ARIA-r 

SlJB BA GIAN l 
KEPEGAWAIAN j ' & llMUM 

�------- 

SUB BAGIAN 
KEUANG,\N L _ 

____c_ 
G:.\N 
UNAN 
RAM 

' 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGS!Ol\JAL r ·-- 
I SUB BA 

-� PEtlYUS 

I PROG 
� - ---- 

SEKSI 
PERLINDUtJGAN 

SOSIAL 
------ -- 

------- -·- 

,----- --· 

BIDANG BANTUAN DAN I 
PEI\! !1\JDUNCJ\N so�,��J 

I 

-- 
SEKSI 

BANTUAN, BINA 
ORGANISASI SOSIAI. 

DAN SPIRITUAL 

' 

--- - ,_ ·---- 
.· - 

BI DANG REHl'.B!Lrr AS! 
SOS!Al. 

SEKSI 
REHARILITASI ANAK, 

PEtlYAtlDANG 
CAC�T&TlJNA 

SOS I AL __ _J -- -- - ·--- ·--� 
----- - ------- -- -- 

SEKSI 
- REHABILIT AS! SOSIAL 

DAERAl-1 KU�IUl-1 

BI[•ANG 
BINA SvvAr;A YA SOSIAL 

- 

SEKSI 
PE1\JYULUHAN DAN 
BI�1BINGAN SOSIAL 

- 

SEKSI BINA 
Kr,SEJAHl'ERAAN 

ANAKDAN 
MASYARAKAT 

• 

' • 

• 

• 


